BAB I1
TINJAUAN TEORI
A. Konsep Civil Society

Sebagaimana diketahui dari kesejarahan bangsa-bangsa yang telah maju
dan demokratis, keberadaan civil society yang kuat merupakan salah satu
landasan pokok bagi ditegakkannya sistem politik demokrasi. Civil society di
sini didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan
ciri-ciri  kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan dan kemandirian
berhadapan dengan negara. Civil society menjadi penting ia dapat menjadi
benteng yang menolak intervensi negara yang berlebihan melalui berbagai
asosiasi, organisasi dan pengelompokan bebas di dalam rakyat serta
keberadaan ruang-ruang publik yang bebas (the free public sphare). Melalui
kelompok-kelompok mandiri itulah rakyat dapat memperkuat posisinya vis-a-
vis negara dan melakukan transaksi-transaksi wacana sesamanya. Sedangkan
melalui ruang publik bebas, rakyat sebagai warga negara yang berdaulat baik
individu maupun kelompok dapat melakukan pengawasan dan kontrol terhadap
negara

Pers dan forum-forum diskusi bebas yang dilakukan para cendekiawan,
mahasiswa, pemimpin agama, dan sebagainya ikut berfungsi sebagai
pengontrol kiprah negara.! Civil society yang didalamnya bermuatan nilai-nilai
moral tertentu, akan dapat membentengi rakyat dari gempuran sistem ekonomi

pasar. Nilai-nilai itu adalah kebersamaan, kepercayaan, tanggung jawab,

! Azzurmadi Azra, Menuju Masyarakat Madani Gagasan Fakta dan tantangan Cet 1
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toleransi, kesamarataan, kemandirian dan seterusnya. Dengan masih kuatnya
nilai kepercayaan dan tanggung jawab publik misalnya, maka akan dapat
dikekang sikap keserakahan individual yang dicoba untuk dikembangkan oleh
sistem ekonomi pasar melalui konsumerisme. Dengan diperkuatnya nilai
toleransi dan kesamarataan, maka akan dapat dikontrol kehendak eksploitatif
yang menjadi motor kapitalisme.

Keberadaan civil society di dalam rakyat modern tentu tak lepas dari
hadirnya komponen-komponen struktural dan kultural inheren di dalamnya.
Komponen pertama termasuk terbentuknya negara yang yang berdaulat,
berkembangnya ekonomi pasar, tersedianya ruang-ruang publik bebas, tumbuh
dan berkembangnya kelas menengah, dan keberadaan organisasi-organisasi
kepentingan dalam rakyat. Pada saat yang sama, civil society akan berkembang
dan menjadi kuat apabila komponen-komponen kultural yang menjadi
landasannya juga kuat. Komponen tersebut adalah pengakuan terhadap HAM
dan perlindungan atasnya, khususnya hak berbicara dan berorganisasi, sikap
toleran antar individu dan kelompok dalam rakyat, adanya tingkat kepercayaan
publik (publik trust) yang tinggi terhadap pranata-pranata sosial dan politik,
serta kuatnya komitmen terhadap kemandirian pribadi dan kelompok.

Masyarakat madani merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu
memajukan dirinya melalui aktifitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang
tidak mungkin Negara melakukan intervensi terhadapnya. Hal ini terkait erat
dengan konsep masyarakat madani dengan konsep demokrasi dan

demokratisasi, karena demokrasi hanya mungkin tubuh pada masyarakat
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madani dan masyarakat madani hanya berkembang pada lingkungan yang
demokratis.

Dalam perspektif Suseno, terwujudnya masyarakat madani sebagian
berjalan sendiri, tetapi sebagian juga tergantung kepada keputusan-keputusan
politik ditingkat struktural, oleh karena itu kondisi yang kondusif perlu
diciptakan, pertama deregulasi ekonomi yang mengarah pada penghapusan
terutama hal-hal seperti kartel, monopoli, dominasi dan sistem koneksi atas
prestasi ekonomi, kedua keterbukaan politik meskipun harus dilakukan dalam
konteks tahap tertentu sesuai dengan perkembangan ekonomi berkelanjutan
untuk mendorong terjadinya demokratisasi. 2

Ketiga perwujudan Negara hukum secara efektif, termasuk jaminan hak
asasi manusia. Sikap dan prilaku masyarakat madani sebagai citizen yang
memiliki hak dan kebebasan juga harus menjadi equel rights,yaitu
memperlakukan sesama warga Negara sebagai pemegang hak dan kewajiban
yang sama, maka pemaksaan kehendak oleh orang atau kelompok masyarakat
kepada orang atau kelompok masyarakat yang lain merupakan pengingkaran
terhadap prinsip masyarakat madani.

Menurut perspektif A.S Hikam, civil society merupakan wacana yang
berasal dari Barat dan lebih mendekati subtansinya apabila tetap di sebutkan
dengan istilah aslinya tanpa menterjemahkan dengan istilah lain atau tetap
berpedoman dengan kosep de' Tocquiville merupakan wilayah sosial terorganisir

yang mempunyai ciri-ciri antara lain : Kesukarelaan (Voluntary),

2 Agus Widjojo.Indonesia Dalam Tradisi Menuju Demokrasi Cet.54
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Keswasembadaan (self-generating), Keswadayaan (selfsupporting), serta
kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara dan keterkaitan dengan norma-
norma atau nilai-nilai hukum yang di ikuti oleh warganya. Jadi Civil society
menurut AS Hikam adalah wilayah- wlayah kehidupan sosial yang terorganisasi
dan Dbercirikanantara lain kesuakrelaan, keswasembadaan dan keswadayan,
kemandirian tinggi terhadap negara dan keterikatan dengan norma serta nilai
hukum yang diikuti warganya.® Civil society yang disebut masyarakat madani
sebagaimana dikonsepsikan para pelopornya memiliki tiga ciri utama adanya
kemandirian yang cukup tinggi dari individu- individu dan kelompok —
kelompok dalam masyarakat utamanya ketika berhadapan dengan negara, adanya
ruang publik bebas ( the free publich sphere ) sebagai wahana dari keterlibatan
politik secara aktif warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan
dengan kepentingan publik. Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia

tidak intervensionis.*

Menurut AS Hikam civil society sebagaimana dikonsepsikan oleh para

pemikirnya mempunyai 3 ciri khusus yaitu :

1.Kemandirian yang cukup tinggi dari individu —individu dan kelompok dalam

masyarakat

2.Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif

dari warga Negara demi kepentingan publik

¥ Muhammad AS Hikam.Demokrasi dan Civil Society,Cet 1,3
* Sufyanto,Masyarakat Tammadun : Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis
Madjid ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF,2001),113-115.
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3. Adanya kemampuan membatasi kuasa Negara agar tidak intervensionis dan

otoriter.

Civil society dikonsepsikan secara teoritis merupakan masyarakat yang
bebas, dari ketergantungan terhadap Negara dan pasar self reliance ( percaya diri)
self supporting ( swasembada),voluntary ( sukarela dan taat akan nilai dan norma
yang berlaku bebas dari ketergantungan negara dan pasar di maksud sebagai suatu
bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyakaratan(
sosial, budaya, politik dan agama ) tanpa adanya intervensi Negara dan pasar,
intervensi Negara terhadap masyarakat di bolehkan jika terjadi ketidakadilan
dalam khidupan bermasyarakat dan bernegara aturan main di langgar atau undang
undang tidak di tegakkan. Dalam civil society swasembada adalah kemampuan

melakukan sesuatu tanpa adanya ketergantungan.

Konsep civil society dipahami dari prespektif yang berbeda —beda dan hal
itu merupakan perkembangan yang dinamis sesuai konteks, setting, ideology dan
kepentingan setiap subjek. Dalam pendekatan Hegelian penekananya lebih pada
pentingnya kelas menegah dan pemberdayaanya, khusunya pada sektor ekonomi
bagi pembangunan civil society yang kuat, sementara itu dalam prespektif
gramscian, penguatan civil society sebagai alat untuk menghadapi hegemoni
ideologi Negara. Civil society adalah sebuah arena tempat intelektual organic
dapat menjadi kuat yang tujuanya adalah  mendukung upaya melakukan
perlawanan terhadap hegemoni Negara dalam pendekatan tocqueveellin penguatan
civil society lebih menekankan pada penguatan organisasi —organisasi dan asosiasi

independen dalam masyarakat.
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Civil Society Organization( CSO) Yaitu semua orgaanissi atau asosiasi yang
berada di luar sektor Negara, mereka mencakup organisasi ketetanggan yang
kecil, lokal hinnga organisasi organisasi berbasis keanggotaan berorientasi
nasional. Bagi diamond sebagaimana di kutip oleh suharko civil society
organization adalah organisasi atau asosiasi yang ada di luar Negara bersifat bebas
dan independen, Civil Society Organization mencakup organisasi baik yang

formal maupun informal yang dapat di kategorikan sebagai berikut :

a. Bersifat ekonomis : Asosiasi dan jaringan produktif dan komersial

b. Bersifat kultural : institusi atau asosiasi reigius, etnis, komunal dan
asosiasi-asosiasi lain yang mempertahankan hak —hak nilai — nilai
keyakinan dan simbol kolektif

c. Bersifat informasional dan edukasional : organisasi yang memiliki bidang
gerak pada produksi dan diseminasi ( baik untuk tujuan perolehan profit
atau tidak) pengetahuan ide berita dan informasi publik.

d. Berkaitan dengan kepentingan ( interes): kelompok —kelompok yang
berupaya memajukan atau mempertahankan kepentingan kepentingan
fungsional atau material bersama untuk para anggotanya seperti serikat
buruh, kelompok professional dll

e. Berkaitan dengan pembangunan ( development) organisasi organisasi
yang mengumpulkan sumber daya dan bakat bakat individual untuk
memperbaiki insfrakstrutur, kelembagaan dan kualitas kehidupan

komunitas
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f. Beriorientasi isu ( isuu e-oriented) : gerakan untuk perlindungan
lingkungan, reformasi, agraria perlindungan konsumen, hak- hak
perempuan, etnis minoritas, kelompok adat, kaum difabel dan korban-
korban lain dari deskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan

g. Berorientasi civic : kelompok kelompok non partisan yang berupaya
memperbaiki sistem politik dan membuatnya lebih demokratis, seperti
kelompok-kelompok yang bekerja untuk HAM. Pendidikan dan mobilisasi
pemilih, pemantaun pemilu, dan pengungkapan praktik-praktik korupsi dil.

h. Berhubungan dengan “ the ideological marketplace” aliran informasi dan
ide ide yang mencakup kelompok- kelompok yang mngevaluasi dan
mengkritisi negara, seperti media massa yang independen, dan area —area
yang lebih luas dari aktivitas kultural dan intelektual yang otonom seperti

Universitas, kelompok pemikir dll.

Pengertian Civil Society Organization (CSO) menurut Suharko ada 5

karekteristik

1.CSO Memiliki kepedulian yang berhubungan dengan tujuan —tujuan publik dari

pada tujuan tujuan privat

2. Berhubungan dengan Negara dalam berbagai cara namun tidak berupaya untuk

memenangkan kontrol atas atau posisi dalam Negara

3. Tidak berupaya untuk govern the polity as awhole apa yang ingin diraih oleh
CSO dari Negara biasanya berkaitan dengan perubahan kebijakan reformasi,

kelembagaan, akuntabilitas Negara.



25

4. Tidak beruapaya memonopoli ruang politis dan fungsional dalam masyarakat

5. Mempresentasikan kepentingan kelompok yang berbeda-beda atau meliputi

aspek aspek yang beragam dari suatu kepentingan®

Konsep civil society yang biasa dipakai oleh para ilmuwan sosial
politik di Indonesia sebagai entitas independen masyarakat madani (civil society)
yang merupakan representasi dari banyak lembaga-lembaga independen diluar
state telah mendorong proses politik yang lebih mencerminkan kehendak
rakyat, di Iran basis utama masyarakat madani adalah (secara literal berarti
“lingkaran™) yang merupakan kelompok informal individu-individu yang
bertemu secara periodik. Kelompok ini dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan
profesi keagamaan, politik, sosial, dan ekonomi sedangkan di Jerman, civil society
hadir sebagai jawaban atas krisis walfare state, di Perancis civil society muncul
sebagai jawaban atas semakin otoriternya kapitalisme, di Amerika civil society
hadir sebagai alternative terhadap kelas, di Amerika Latin civil society hadir
sebagai jawaban untuk mengisi ruang di antara keluarga dan kelompok face-
toface dengan Negara. Elemen penting lain dari civil society adalah ekonomi
pasar, media komunikasi yang independen, faktor-faktor keahlian dalam semua
aspek kebijakan pemerintah yang independen dari pengaruh negara, dan
jaringan kelompok-kelompok sukarela yang berkembang secara leluasa pada
semua bidang kehidupan sosial, yang dengan itu orang-orang menangani

urusan-urusan mereka sendiri.

> Oman Sukmana,Konsep dan teori gerakan sosial (Malang:Intrans Publishing,2016)
,210-220
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Pemikir politik terpenting abad ke XX berkebangsaan Italia Antonio
Gramsci  (1891-1937) mengemukakan gagasannya tentang hegemoni Yyang
merupakan landasan alternatif terhadap teori Marxis. Pandangan Gramsci
mengenai masyarakat madani memiliki kesamaan dengan gerakan sosial, bagi
Gramsci di zamannya terjadi konfliktual dan dialektika antara ‘negara”
(state) dan “masyarakat madani” (civil society) dalam analisisnya tentang
supremasi dan hegemoni sementara yang lain (negara) merupakan arena
publik yang dikontrol melalui hegemoni oleh kekuasaan negara. Bagi Gramsci
masyarakat madani adalah suatu dunia dimana rakyat membuat perubahan

dan sejarah masa depan masyarakat mereka.

Kehadiran masyarakat madani yang kuat akan menjadi alat kontrol
terhadap kekuasaan negara, dan negara harus menyediakan tempat bagi
eksisnya masyarakat madani. Negara tidak mempunyai alasan untuk
mendikte masyarakat agar mau mengikuti kehendaknya, karena kehadiran
masyarakat madani merupakan entitas yang terlepas dari pengaruh negara
(political society). Antara negara (state) dan masyarakat (society) harus terjadi
check and balance dalam mencapai kehidupan politik yang demokratis.
Dalam sistem demokratis, pemerintah menjalankan kekuasaan berdasarkan
nilai-nilai keadilan, tunduk dan taat serta patuh kepada hukum, dengan berpegang

pada keadilan dan kepatuhan dan tunduk kepada hukum kehidupan bernegara
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berjalan diatas kepentingan masyarakat dan bukan berdasarkan segelintir

kepentingan kelompok dan individu. ®

B. Teori Gerakan Sosial

1. Konsep Gerakan Sosial

Teori gerakan sosial di konseptualisasikan secara teoritis di mulai pada tahun
1940 an dan terus mengalami perkembangan yang luar biasa hingga sekarang,
Robert misel sebagaimana di Kkutip oleh hasanuudin mengungkapkan fase
perkembangan gerakan sosial menurutnya, periode pertama dalam studi gerakan
di mulai tahun 1940 an hingga tahun 1960 an dan periode ketiga di mulai tahun
1970 an.” Gerakan sosial menurut paul wikinson yaitu tindakan kolektif yang di
sengaja untuk mempromosikan perubahan di segala arah dengan cara apapun
termasuk dengan cara kekerasan dan revolusi sedangkan Johan Mc Carty dan
Mayer Zald gerakan sosial yaitu sebagai seperangkat pendapat dan keyakinan di
dalam kelompok yang memprentasikan tuntutan perubahan yang bernilai sosial di
beberapa elemen dan struktur sosial. Antony gidden mendefinisikan gerakan
sosial adalah upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama atau kepentingan
bersama melalui aksi kolektif. ®

Gerakan sosial secara teoritis mrupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan
atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi,

kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutanan perubahan itu

® Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dan Gerakan Civil Siciety: Bergerak Membangun Kultur
Madani,Vol 6 No 2, 2011, 3-6
Al Asghar,Menteroriskan Tuhan (Jakarta: Pensil 324, 2014), 36.
8 -
Ibid., 41.
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biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks
masyarakat yang ada atau kebijakan bertentangan dengan sebagian rakyat.’
Antony Giddens menyatakan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk
mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama atau
gerakan bersama melalui tindakan kolektif, sedangkan Mansoer Fakih
menyatakan bahwa gerakan sosial dapat di artikan sebagai kelompok yang
terorganisir seacara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha
merubah struktur maupun nilai sosial.

Macionis menyatakan bahwa sosial movement adalah aktivitas yang di
organisasikan yang di tujukan untuk mendorong atau menghambat suatu
perubahan sosial, dari definisi gerakan sosial sebagaimana yang di kemukakan
macionis tersebut, maka dapat di garis bawahi dua hal ciri utama dari gerakan
sosial, yakni adanya aktivitas yang di organisir dan adanya tujuan yang berkaitan

dengan suatu perubahan.

Spencer berpendapat bahwa yang di maksut sosial movement adalah upaya
kolektif yang di tujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru
ciri utama dari pandangan spencer adalah adanya upaya kolektif bersama dan
upaya terebut di arahkan untuk terjadinya perubahan suatu tatanan yang lebih

baik lagi dari tatanan yang ada.

® Juwono Sudarsono, Pembangunan dan Perubahan Politik (Jakarta: Gramedia,1976),
24-25,
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Sementara Locher berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengatur
(mengorganisir) diri dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis

perubahan sosial maka mereka sedang menciptakan gerakan sosial.

Klandermans menyitir pendapat Torrow yang menyatakan bahwa social
movement adalah penentangan kolektif oleh orang orang yang memiliki solidaritas
dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus menerus dengan pihak
elite pihak lawan dan pihak yang berwenang , dari pendapat Torrow ini maka

dapat di elaborasi bahwa :

1. Suatu gerakan adalah tindakan penentangan terhadap elite otoritas dan
terhadap aturan kelompok dan budaya mapan lainya

2. Suatu gerakan di lakukan di dasari oleh rasa solidaritas dan identitas
kolektif dan,

3. Suatu gerakan di dasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif dan

4. Untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk

pertarungan di ubah ke dalam suatu gerakan.

Greenre menyatakan bahwa gerakan sosial ( sosial movement) adalah bentuk
prilaku kolektif yang bertahan cukup lama terstruktur dan rasional beberapa

larekteristik dari gerakan sosial menurut greene meliputi :

1. Sejumlah orang

2. Tujuan umum untuk mendukung atau mencegah suatu perubahan sosial
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3. Adanya struktur dengan kepemimpinan yang di akui umum dan adanya
suatu aktivitas yang di pertahankan dalam waktu yang cukup lama

gerakan sosial relatif lebih permanen dan terorganisir.™

Sidenew torrow merumuskan gerakan sosial adalah aksi penentangan
kolektif yang memeliki tujuan dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan
kelompok elite, penguasa lawan. Gerakan sosial memiliki beberapa karakteristik
sebagai berikut :

a. Tantangan kolektif

Aksi gerakan sosial selalu di tandai dengan adanya tantangan yang
secara kolektif di lakukan sebgai bagian dari konflik perseturuan,
tantangan kolektif ini dalam bentuk perlawanan dengan elite penguasa
atau pemegang otoritas, tamantangan kolektif sebgai bagian dari gerakan
sosial, aksi aksi tantangan kolektif di lakukan dengan symbol simbol
berup slogan, model pakaian, musik, tantangan kolektif menjadi alat
partisipan gerakan sosial dalam memperoleh dukungan atau perhatian
dari lawan atau pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan.

b.  Tujuan bersama
Partisipan gerakan sosial memliki arah tujuan  bersama,mereka
merupakan individu rasional yang sadar dengan beberapa pertimbangan
strategis bersedia turut bergabung dalam sebuah aksi gerakan social

untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan klaim bersama melawan pemerintah,

' Oman Sukmana,Konsep dan teori gerakan sosial (Malang:Intrans Publishing,2016) ,4-
5
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lawan atau para elite, tujuan bersma merupakan artikulasi dari nilai nilai
dan kepentingan bersma dalam gerakan sosial basis aksi bersama.
c. Solidaritas dan identitas kolektif
Gerakan sosial berakar dari rasa solidaritas atau identitas kolektif, para
partisipan memiliki pertimbangan strategis yang harus di perjuangkan
sehinnga dari sekedar potensi menjadi aksi gerakan sosial, solidaritas atau
identitas kolektif ini biasanya di gali dari identitas nasional, etnisitas atau
agama. Mereka membentuk identitas kolektif untuk mengintruksikan diri
yang membedakan dengan kelompok lawan atau musuh dengan wacana
wacana anti ketidak adilan, tuntutan, perubahan, dan sebagainya.
d. Memelihara politik penentangan
Keberhasilan aksi gerakan social sangat bergantung pada sejauh
mana para aktor gerakan sosial mampu memelihara wacana penetengan
dengan pihak lawan sebaliknya, jika kita tidak mampu memelihara wacana
perseteruan hingga menjadi aksi maka hanya akan menjadi kebencian
individu.™
2. Strategi Gerakan Sosial
Menurut Suharko terdapat begitu banyak strategi atau taktik gerakan

sosial yang bisa di pakai untuk mencapai tujuan tujuan gerakan sosial,

setidaknya terdapat 4 variasi strategi gerakan sosial yaitu :

a. Low Profile strategi fisher strategi ini sebagai strategi isolasi politik yang

secara khusus sesuai dengan konteks politik yang represif dan efektif untuk

1 Ali Asghar,Menteroriskan, 44-45.
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menghindari koopatasi dari pemegang kekuasaan yang otoritarian dalam hal
ini aktor gerakan sosial secara sadar memutuskan untuk mengisolasi diri atau
menghindari hubungan dengan agen agen Negara. Ruang untuk mengisolasi
diri biasanya di temukan di tingkat lokal di mana aktor berbasis komunitas
aktif dalam rangka mengembangkan atau mengorganisasikan kelompok sosial
berdasarkan sumber daya lokal.

. Strategi pelapisan (Layering) Strategi ini sangat sesuai untuk organisasi
gerakan sosial yang beroperasi di Negara yang membatasi aktivitas otonom di
luar pemrintah. pelapisan adalah pengembangan penyediaan pelayanan yang
beriorientasi kesejahterann yang sebenarnya berisikan metode dan aktivitas
yang beriorientasi pemberdayaan dan trasnformasi sosial dengan melakukan
strategi ini organisasi gerakan sosial bisa menghindarkan diri dari aksi
intervensi langsung dari pihak lawan —lawan . pihak lawan atau pihak pihak
di luar organisasi. organisasi gerakan sosial meliahatnya sebagai upaya
peningkatan kesejahteraan.

Strategi Advokasi sebagaiman dijelaskan oleh suharko , bahwa strategi
advokasi atau yang biasa di sebut pendampingan ini merupakan strategi
utama yang di gunakan oleh kalangan NGO baik di Negara —negara maju
maupun di Negara Negara berkembang, strategi advokasi seringkali di
gunakan untuk mendesakkan perubahan-perubahan sosial seperti mereformasi
tata pemerintahan yang demokratis, melindungi sumber daya alam atau
lingkungan, memajukan pembangunan berkelanjutan menciptakan dan

memelihara perdamaian di daerah daerah rawan konflik. Strategi advokasi
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akan efektif untuk memaksakan perubahan kebijakan pemerintah. Keika di
kombinasikan dengan kampanye media dan aliansi dengan donor asing.
Strategi ini membuat NGO bisa menjadi kekuatan pengubah kebijakan yang
kuat, khususnya pada isu —isu di mana mereka punya banyak pengalaman,
akan tetapi ketika masyarakat enggan turun ke jalan untuk bergabung dalam
demonstrasi dan protes massa, maka NGO yang mempunyai basis
keanggotaan besar dan jaringan yang luas seringkali berusaha membangun
protes dengan cara meyebarkan surat dan pernyataan resmi kepada publik
pemerintah dan agen internasional.

d. Keterlibatan Kritis menurut suharko berbagai organisasi gerakan sosial,
terutama NGO berupaya mengkombinasikan strategi advokasi dan strategi
kerja sama ketika mennghadapi pemerintah atau agen —agen Negara lainya.*?

3. Tipologi Gerakan sosial

Menurut Aberle,Cameron, dan Blummer para sosiolog mengelompokkan
gerakan sosial ke dalam beberapa tipe. Blummer mengelompokkan gerakan sosial

ke dalam 2 tipe yakni :

a. Gerakan sosial umum ( General social movement) yaitu gerakan dalam
perubahan nilai —nilai di masyarakat misalnya upaya gerakan perempuan (
womens movement ) yang melakukan  perubahan tentang status dan

pandangan terhadap kaum perempuan.

12 Suharko, Gerakan sosial (Malang:Averroes Press, 2006), 11-14.
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b. Gerakan sosial khusus ( Specifict social Movement) gerakan yang memeiliki
fokus yang lebih jelas(spesifik misalnya : Gerakan anti—aborsi ( Anti

abortion movement)

Tipe gerakan sosial umum (social movement ) yaitu :

a. Gerakan sosial alternatif , yaitu gerakan sosial yang tingkat ancamanya
terhadap status quo sangat kecil karena sasaran dari gerakan sosial ini adalah
suatu perubahan yang terbatas terhadap hanya sebagian dari populasi. sebagai
contoh gerakan sosial promise keepers yang di tujukan untuk mendorong agar
laki laki pemeluk Kristen lebih taat dan lebih memperhatikan keluarga
mereka.

b. Redempative Social Movement ( Gerakan sosial pembebasan) yaitu suatu tipe
gerakan sosial yang memiliki fokus selektif, tetatpi di tujukan terhadap
perubahan yang radikal ( lebih mengakar) pada individu sebagai contoh
sebuah organisasi yang membantu orang orang yang mengalami kecanduan
alkohol agar mereka sembuh dan mampu untuk hidup lebih baik

c. Reformative social Movement ( Gerakan sosial Reformasi) yaitu tipe gerakan
sosial yang di tujukan hanya untuk suatu perubahan sosial yang terbatas
terhadap setiap orang. Reformative sosial movement umumnya terjadi dalam
suatu sistem politik, tipe gerakan ini bersifat progresif ( mempromosikan
pola soaial yang baru) dan bisa bersifat reaktif yang mencoba
mempertahankan status quo sbagai contoh multikulturalisme adalah sebuah
gerakan politik dan pendidikan yang melakukan advokasi terhadap orang

orang dari seluruh ras dan etnis tetang persamaaan ras
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Revolutionary social movement ( gerekan sosial revolusi) merupakan tipe
gerakan sosial yang paling keras ( ekstrim di bandingkan tipe gerakan sosial
yang lainya berjuang untuk sebuah transformasi dasar dari seluruh

masyarakat.

Berdasarkan basis tujuan ideologinya zanden juga mengelompokkan gerakan

sosial ke dalam 4 tipe yakni :

Revolutionary movement ( Gerakan Revolusi Juntuk menggantikan nilai nilai
yang sudah ada.

Reform Movement ( Gerakan Reformasi) tipe reform movement suatu
gerakan yang di tujukan untuk mengadakan perubahan agar nilai nilai yang
bisa di terapkan / di implementasikan lebih kuat lagi.

Resistence Movement ( Gerakan perlawanan) yaitu gerakan yang di tujukan
untuk mencegah (menolak) suatu perubahan menghilangkan perubahan
sebelum dilembagakan

Exspressive Movement ( Gerakan ekspresif) yaitu tipe perubahan yang kurang
memperhatikan perubahan kelembagaan , tetapi lebih memperhatikan adanya

perubahan dari dalam dengan cara melakukan pembaharuan.

Spencer menyebutkan berdasarkan tujuanya terdapat tujuh tipe dari gerakan

sosial:

a. Revoluationary Movement ( Gerakan revolusi) merupakan tipe gerakan yang

dramatis yang berusaha menggulingkan otoritas yang sudah mapan, apabila

di perlukan bisa saja menggunakan kekerasan misalnya gerakan bersenjata
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b. Reform Movement ( Gerakan reformasi ) di tujukan untuk menggoreksi atau
memperbaiki persoalan persoalan yang muncul misalnya geraka perempuan
dan hak hak sipil.

c. Reactionary Movement ( Gerakan reaksi) suatu gerakan yang menginginkan
situasi kehidupan di kembalikan pada tatanan masa lalu, menganggap bahwa
tatanan lama lebih baik dari pada tatanang sekarang

d. Conservativ Movement ( Gerakan konservatif) suatu gerakan yang sederhana
yang di tujukan untuk mempertahankan dan menjaga nilai nilai tata cara
kehidupan mereka misalnya gerakan kelompok konservatif untuk
mempertahankan bangunan lama dan memperlambat laju pertumbuhan dan
perubahan kota besar.

e. Religius Movement ( Gerakan religius) suatu gerakan yang mempunyai
tujuan religius misalnya gerakan mistik™®

4. Kemunculan Gerakan sosial

Dalam penjelasan mengenai munculnya sebuah gerakan sosial pastilah
tidak muncul bagitu saja, ada beberapa tahapan yang meleatarbelakangi
timbulnya sebuah gerakan sosial, pertama : hubungan antara proses framing
dan suatu pemikiran tentang perubahan politik objektif yang memfasilitasi
keumunculan gerakan sosial. Perubahan politik tertentu mendorong mobilisasi
tidak hanya melalui pengaruh objektif yang di akibatkan oleh perubahan relasi
kekuasaan tetapi juga oleh setting dalam pergerakan proses framing Yyang

selanjtnya mengerogoti legitimasi sistem. Contoh mengenai hal ini ialah kisah

3 bid., 16-18



37

kemunculan gerakan sosial soial dan revolusi di eropa timur sebagai pengaruh
reformasi Gorbachev. Ketidakbersediaan Gorbachev untuk mengintervensi
secara militer dalam memepertanakankan Negara paksta warswsa mendorong
aksi kolektif baik melalui pelemahan secara objektif kekuatan kekeutan control
yang dimiliki oleh Negara tersebut maupun melalui penguatan presepsi publik
tentang ketidakabasahan dan kerentanan  rezim rezim tersebut. perluasan
kesempatan politik kemudian muncul dari kaaitan sebab akibat tersebut dari
interaksi perubahan perubahan struktural dan porseptual yang tertebentuk dalam

proses pergerakan.

Kedua sesuatu gerakan sosial juga biasa muncul karena kaitan respirokal
antara proses framing dan mobilisasi . proses framing secara jelas mendorong
mobilisasi ketika orang orang berupaya mengorganisasi dan bertindak pada basis
kesadaran yang berkembang tentang ketidakstabilan dan kerentanan pada sistem.
Pada saat yang sama potensi bagi proses framing yang kritis di kondisikan oleh
akses orang —orang kepada erbagao struktur mobilisasi. Dan hal ini akan lebih
mungkin  terjadi dalam kondisi organisasi yang kuat dari pada kondisi
organisasi yang Imah dengan kata lain proses framing tidak akan terjadi dalam
kondisi ketiadaan organisasi, karena ketiadaan struktur mobilisasi hamper pasti
akan mencegah penyebaran framing ke jumlah minimal orang yang di perlukan

untuk basis tindakan kolektif.!*

5. Tahap tahap gerakan sosial

% Suharko, Gerakan sosial (Malang:Averroes Press, 2006), 9-10.
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a. Emergence ( Tahap Kemunculan)
Gerakan sosial di doromg oleh suatu presepsi bahwa segalanya tidak baik
(all is not well) beberapa gerakan perempuan dan hak asasi sipil misalnya
muncul karena penyebaran ketidakpuasan, sementara gerakan gerakan yang
lainya muncul sebagai kesadaran yang di pelopori kelompok-kelompok kecil
tentang beberapa isu tertentu, misalnya akivis gay yang melakukan inisiatif
kepedulian publik akan bahaya ancaman aids dan sebagainya.

b. Coallesence ( Tahap penggabungan )

Setelah kemunculan suatu gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya
sendiri dan mengembangkan strategi untuk “ menuju publik( going public)
pemimpin ( leader) harus menetukan kebijakan memutuskan suatu taktik
membangun moral dan melakukan rekrutmen keanggotaan baru, dalam tahap ini
gerakan mungkin terlibat dalam tindakan kolektif seperti demontrasi untuk
menarik perhatian media massa dan perhatian publik. Gerakan juga membentuk
aliansi  dengan organisasi lainya untuk mendapatkan sumberdaya yang di

perlukan.

c. Bureaucratization ( Tahap Birokrasi)

Agar menjadi sebuah kekuatan politik ( a, political force) suatu gerakan
sosial harus memiliki sifat sifat birokrasi dengan demikian gerakan akan menjadi
mapan ketergantungan terhadap kharisma pemimpin akan sedikit menurun karena
akan di gantikan oleh staf yang mumpuni apabila suatu gerakan sosial tidak

menjadi mapan maka akan beresiko mudah hilang.
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Decline ( Tahap kemunduran dan penurunan)

Pada akhirnya suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya. Ada lima

alasan mengapa suatu gerakan gerakan sosial mengalami kemunduran yakni:

1)

2)

3)

4)

5)

Aktifitas suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena di anggap
telah berhasil dalam mencapai tujuanya.

Suatu gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau
pertentangan dalam internal organisasi

Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya koopatasi
atas para pemimpin gerakan

Suatu gerakan sosial mengalam kemunduran karena adanya tekanan
terutama dari pihak ekternal

Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut
terbentuk ke dalam pengarustamaan, beberapa gerakan dapat di terima ke

dalam bagian suatu sistem sehingga tidak ada tantangan atas status quo.*

6. Faktor yang dapat mempengaruhi dinamika gerakan sosial :

a.

Peluang atau kesempatan politik menurut Sydney Tarrow peluang atau
kesempatan politik dapat muncul apabila terdapat kebijakan dari
pemerintah yang tidak sesuai harapan dari masyarakat atau pemerintah
tidak menjalankan kebijakan dengan semestinya, dimana ada perilaku
menyimpang Yyang dilakukan pemerintah untuk kepentingan suatu

kelompok. Kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan

® Oman Sukmana, Konsep dan teori gerakan sosial (Malang:Intrans Publishing,2016)

,27-28..
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peluang bagi hadirnya suatu gerakan sosial melalui kemampuannya
memberi peluang bagi terjadinya isu-isu dan konsekuensi —
konsekuensi khusus tertentu yang ditimbulkannya.

b. Proses pembingkaian menurut David Snow dapat diartikan sebagai
upaya-upaya strategis secara sadar oleh kelompok-kelompok orang untuk
membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri
yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolekif .

c. Struktur Mobilisasi Gerakan sosial dikatakan memiliki sebuah kekuatan
apabila gerakan sosial tersebut memiliki koneksi sebanyak mungkin
selama gerakan tersebut dapat membangun dan mempertahankan
jaringan komunikasi dengan pihak luar. Menurut Anders Uhlin, kekuatan
suatu gerakan sosial akan bisa kuat apabila ada kelompok elit atau
intelektual, ada LSM, dan aktivis mahasiswa, serta kelompok elit ini
mengembangkan kontak dengan organisasiorganisasi yang lebih luas dan

lebih berorientasi massa.*®

1% Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 272-282



